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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
P;mhentulmn Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun
2014 Nomeor 6, Tambahan. Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beherapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pf;rangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negarz
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451});

. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 15, Tambshan Lembaran Daerah Kabupaten
Crobogan Nemor 15);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal | ;

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor €1
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grcbogan.

4. Sekretaris Daerah adalzah Sekretaris Daerah Kabupaten
Grobogan.

5. Dinas Perhubungan yang selanjutnyes disebut Dinas adalah
Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Grobogan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerak pada Dinas
Perhubungaen Kabupaten Grobogan.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Grobogan.

9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pglaksanaan tugasnya yang didasarkan paca
keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.



10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kumpulan
jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari sejumlah

tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

2, Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 16

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Sarana dan
Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah, terdiri dari:

a.

UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B
Wilayah Timur, dengan wilayah kerja meliputi
Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon,
Kecamatan Gabus, Ke:amatan- Wirosari, Kecamatan
Tawangharjo dan I{eca.m:::.tﬂn Ngaringan;

UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B
Wilayah Tengah, dengan wilayah kerja meliputi
Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan,
Kecamatan Penawangar, Kecamatan Brati, Kecamatan
Klambu, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer; dan
UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B
Wilayah Barat, dengan wilayah kerja meliputi
Kecamatan Godong, Kecamatan  Karangrayung,
Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan
Kedungjati dan Kecamatan Tanggungharjo.

(2) Susunan Organisasi UPTD Sarana dan Prasarana
Perhubungan Kelas B Wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

a.

b.

Kepala UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(3) Bagan Organisasi UPTD Sareana dan Prasarana
Perhubungan Kelas B Wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




3. Ketertuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut : '

(1)

(2)

i3)

(4)

Pasal 17

UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah

dipimpin oleh Kepala UPTD Sarana dan Prasarana

Perhubungan Kelas B Wilayah yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B

Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengaturan dan
pengoperasian sarana dan prasarana perhubungan sesuai
wilayah kerjanya.

Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B

Wilayah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2}, mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja UPTD Sarana dan Prasarana
Perhubungan Kelas B Wilayah sesuai wilayah kerjanya;

b. pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang
pengaturan dan pengoperasian sarana dan prasarana
perhubungan sesuai wilayah kerjanya;

c. pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di
bidang pengaturan dan pengoperasian sarana dan
prasarana perhubungan sesuai wilayah kerjanya;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan UPTD; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B

Wilayah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

mempunyai uraian tugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Sarana
dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya
dan peraluran perundang-undangan,

b. menjsbarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;



membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langa{mg maupun tidak langsung untuk
mendapatkan inforinasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-
undangan dan regulesi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengaturan dan pengoperasian sarana dan
prasarana perhubungan di wilayah kerjanya,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, keamanan dan
ketertiban sarana dgn prasarana perhubungan di
wilayah kerjanya;

meclaksanakan kegiatan operasional sarana dan
prasarana perhubungan di wilayah kerjanya;

menyusun rencana pendapatan terhadap
operasionalisasi sarana dan prasarana perhubungan di
wilayah kerjanya;

melaksanakan pemungutan retribusi terhadap
pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan di
wilayah kerjanya;

melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana
perhubungan di wilayah kerjanya;

melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menila:
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kcpada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindan penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.



.' _ Ketentuan ayat (2) dan ayat (3| Pasal 21 diubah sehingga
 berbunyi sebagai beriicut :

Pasal 21

(1) Kepela Dinas dalam melaksanakan Tugas dan
kewajibannya berdasarkan kebijekan yang ditetapkan oleh
Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretarns,

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan
Kepala UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di
lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas

masing-masing.

L

(3) Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD bertanggungjawab
memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan
masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanzan tugas bawahannya, dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
bernkut :

Pasal 22

{1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi

(2)

dan Kepala UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsivnal
Tertentu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan
Organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan, masing-masing pimpinan satan
organisasi mengadakan rapat secara berkala.



©. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 24

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD
dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan
Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan
sclanjutnys Sckretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas
yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satul pasal, yakni
Pasal 27A sehingga berbunyi scbagai berikut :

Pasal 27A

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat
Pelaksana pada UPTD tctap melaksanakan tugasnya sampai
dengan dilantiknya pejabat baru.berdasarkan Peraturan Bupati
ini.
) Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Dit etapkan di Purwodad:

Diundangkan di Purwodadi
paca tanggal 07 Mei 2018

BERITA. DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 25
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